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Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai 1slnm
rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai  Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negarn Kesatunn Republik  Indonesia,
Bhineka Tungpal lkn, Keadilan, Toleransi, Kemanusiaan, Keikhlasan,
Kebersamaan dan nilai-nilni luhur lninnya.

Lembagn pendidiban keagnmaan Islam sebapgnimnna dimaksud Diktum
KESATU diberiknn Piagam lzin Operasional Pondok Pesantren, serta
berhak menyelenggamkan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas,
pembinaan dan perlakuan sesual peraturan perundang-undangnn.

Penctapan izin opernsional pondok pesantren scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjnng lagi sesuai
ketentuan berlaku.

Penctapan izin opernsionnl pondok pesantren sebagnimana dimaksud
dnlam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apaila :

a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEEMPAT, tdak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok
pesantren;

b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas
permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelnh
habis masa berlaku sebagaimnna dimaksud pada Diktum KEEMPAT
menyatnkan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok
pesantren;dan/atau

c. Berdasarkan pembinaan dan pengawnsan dan/atau pengaduan
masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin
operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan
izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dcnglnn ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaiknan
scbagnimann mestinya.

Ditetapkan di Gunung Tua
pada tanggal, 23 Agustus 2019
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